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BUPATI KAYONG UTARA 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA 

NOMOR  36 TAHUN 2020 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 40 

TAHUN 2015 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH 

KABUPATEN KAYONG UTARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KAYONG UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap 

Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 

2015 tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah 

Kabupaten Kayong Utara, terdapat kekosongan 

hukum terhadap pemilihan angota KPAD yang tidak 

dapat dilaksanakan akibat kejadian luar biasa; 

b. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan  dengan 

berakhirnya masa keanggotaan KPAD bertepatan 

dengan bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-

19) sehingga tidak memungkinkan untuk  

melakukan seleksi pemilihan Anggota KPAD, perlu 

melakukan penyesuaian Kembali Peraturan Bupati 

Nomor 40 Tahun 2015 tentang Komisi Perlindungan 

Anak Daerah Kabupaten Kayong Utara; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 

Tahun 2015 tentang Komisi Perlindungan Anak 

Daerah kabupaten Kayong Utara; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

SALINAN 
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Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi 

Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5332);  

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 

13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan 
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Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 

105); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 

12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 

129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 

2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara 

Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Kayong Utara Nomor 182); 

 

Memperhatikan : Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 40  

TAHUN 2015 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK 

DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA. 

 

Pasal I 

Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XA, dan 

d iantara  Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 

33A pada Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah 

Kabupaten Kayong Utara Tahun 2015 Nomor 42), diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut:  

 

BAB XA 

PERPANJANGAN MASA KEANGGOTAAN 

 

   Pasal 33 A 

(1) Dalam hal terjadinya keadaan luar biasa yang mengakibatkan tidak dapat 

dilaksanakannya proses pemilihan  anggota KPAD, maka anggota KPAD 

yang masa jabatannya berakhir dapat diperpanjang sampai keadaan luar 

biasa berakhir. 
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(2) Perpanjangan masa keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong 

Utara. 

 

 

Ditetapkan di Sukadana  

pada tanggal  5 Agustus 2020 

BUPATI KAYONG UTARA, 

 

TTD 

 

CITRA DUANI 

 

Diundangkan di Sukadana 

pada tanggal  20 Agustus 2020 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KAYONG UTARA, 

 

TTD 

 

HILARIA YUSNANI 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2020 NOMOR  

 

 

 

 


